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UMUM

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran
penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia,
khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan
meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang
semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin
tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari
kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan
manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-
kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya
mengerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi
industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian
dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan
kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Bagi Indonesia, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi
yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi nasional sebagai
instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari
kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa
tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang
luar negeri Pemerintah maupun dari penanaman modal asing.

Sementara . . .
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Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia,
pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk
sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan
material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan
kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa
yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar
dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan
antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian
yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas,
bahkan perdamaian.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu
menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu
negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar,
yang membentang dan tersebar di lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu)
pulau. Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang
devisa terbesar kedua setelah migas, menjadi industri atau sektor
penting yang dapat diandalkan Pemerintah ke depan untuk menjadi
pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut,
maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius,
terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-
aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam
mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam
pembangunan di masa depan.

Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pilar pembangunan
nasional antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan
wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun
terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga
melibatkan jutaan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan,
transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Sejalan . . .


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

-3-

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin
kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis,
maka pembangunan Kkepariwisataan Indonesia harus didorong
pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat
untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing
Kepariwisataan Indonesia dalam peta Kepariwisataan regional maupun
internasional.

RIPPARNAS diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan
pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan
budaya, baik di pusat maupun di daerah, baik yang terlibat langsung
maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan
nasional. RIPPARNAS menjadi sangat penting, karena:

a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi
Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya
manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan
berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan
wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor,
lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat
mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi
Pariwisata” adalah wupaya terpadu dan sistematik
seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka
menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan
pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan
wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b...
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran
Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam

rangka menciptakan, mengkomunikasikan,
menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi
dengan wisatawan untuk mengembangkan

Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri
Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam
rangka mendorong penguatan struktur Industri
Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata,
penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan
kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab
terhadap lingkungan.

Huruf d

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan
Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematik
dalam rangka pengembangan Organisasi
Kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk
mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan
dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di
Destinasi Pariwisata.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...
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Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal

10...


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

